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 PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG 

NOMOR  035  TAHUN 2019 

TENTANG 

BANTUAN PENDIDIKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

WALI KOTA BANDUNG, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5), 

Pasal 34 ayat (8), dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Bantuan Pendidikan; 

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional; 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan; 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan; 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

dan 

6. Peraturan … 

SALINAN    

SALINAN 

https://www.bphn.go.id/data/documents/03uu020.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu023.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/15uu009.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/15uu009.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu030.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/08pp048.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/10pp017.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/10pp066.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/10pp066.pdf
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  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum 

Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

  7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN 

PENDIDIKAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung. 

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung. 

 

5. Bantuan ... 

 

 

 

http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e6b62df3f94ff0b3e6313231383336
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e6b62df3f94ff0b3e6313231383336
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2019/bn207-2019.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2019/bn207-2019.pdf
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3730/detail
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5. Bantuan Pendidikan adalah penerimaan dana 

pendidikan baik dalam bentuk uang dan/atau 

barang/jasa yang didapatkan dari Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, dan 

partisipasi masyarakat yang diberikan kepada 

perseorangan atau Satuan Pendidikan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau 

masyarakat guna meningkatkan kemampuan ekonomi 

dan/atau kesejahteraan dan/atau kemampuan daya 

saing di bidang pendidikan dan kebudayaan. 

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada 

jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang 

Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar, 

dan Pendidikan Menengah. 

7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan tertentu.  

8. Warga Belajar adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan non formal. 

9. Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan yang 

selanjutnya disebut dengan Peserta Didik RMP adalah 

Peserta Didik dari keluarga miskin di Daerah Kota 

yang termasuk dalam data penduduk miskin di 

Daerah Kota. 

10. Warga Belajar Rawan Melanjutkan Pendidikan yang 

selanjutnya disebut dengan Warga Belajar RMP adalah 

Warga Belajar dari keluarga miskin di Daerah Kota 

yang termasuk dalam data penduduk miskin di 

Daerah Kota.  

 

11. Pendidik ... 
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11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang 

berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong 

belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan 

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.  

12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang 

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan. 

13. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan 

masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, 

dan monitoring dalam menunjang penyelenggaraan 

Pendidikan. 

14. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat 

SPP adalah dokumen yang digunakan untuk 

mengajukan permintaan pembayaran. 

15. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS 

adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara 

pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar 

perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah 

kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah 

membayar langsung.   

16. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh 

Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan 

uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Dinas 

yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan 

untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 

17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna 

Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi Perangkat Daerah.  

 

18. Surat … 
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18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah dokumen yang digunakan untuk 

penerbitan surat pencairan dana atas Beban 

pengeluaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 

19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 

disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa 

untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah. 

20. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya 

disingkat PPK adalah pejabat yang ditunjuk dan 

ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan 

fungsi tata usaha keuangan dalam rangka 

melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran 

yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 

21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja yang 

melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari 

suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

22. Surat perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 

disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan 

sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

   

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN  

 

Pasal 2 

Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam 

pengelolaan Bantuan Pendidikan bagi Pemerintah Daerah 

Kota, Dinas Pendidikan, dan Satuan Pendidikan di Daerah 

Kota sehingga efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan-undangan. 

 

BAB … 


